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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Standar Pelayanan
Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai panduan dalam memberikan layanan yang
berkualitas kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Dokumen ini disusun sebagai komitmen BGP Provinsi NTT dalam mewujudkan pelayanan yang
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya standar ini,
diharapkan seluruh layanan yang diberikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
guru, tenaga kependidikan, serta pihak terkait lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
standar pelayanan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya bersama

meningkatkan mutu pendidikan di NTT.

Kupang, 20 Februari 2025
CepalgeBalai Guru Penggerak
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah lembaga yang bertanggung jawab
dalam pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki peran strategis dalam
mendukung peningkatan mutu pendidikan. Untuk memastikan layanan yang diberikan berjalan dengan
optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperlukan Standar Pelayanan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan layanan publik.

Standar pelayanan ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku guna menjamin transparansi,
kepastian, dan kualitas layanan di BGP. Dengan adanya standar ini, setiap layanan yang diberikan dapat
berjalan sesuai prosedur, memiliki jangka waktu yang jelas, serta memastikan kepuasan pengguna layanan.

Selain itu, standar pelayanan juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan
prima, yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan
akuntabilitas dalam setiap layanan yang disediakan. Dengan standar ini, diharapkan BGP dapat terus
meningkatkan kualitas layanannya serta memberikan manfaat yang maksimal bagi pendidik, tenaga

kependidikan, dan masyarakat luas.

B. Dasar Hukum

Standar pelayanan Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Keputusan Kepala BGP Provinsi NTT tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan BGP
Provinsi NTT.



C. Tujuan

Penyusunan Standar Pelayanan BGP Provinsi NTT bertujuan untuk:

L.

Menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat

sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

2. Memberikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara layanan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara profesional.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat,
tepat, dan sesuai kebutuhan pengguna.

5. Mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pengembangan yang
dilakukan secara berkala.

D. Sasaran

Sasaran dari penerapan Standar Pelayanan BGP Provinsi NTT adalah:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: agar mendapatkan layanan yang berkualitas dalam
pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme.

2. Peserta Diklat dan Narasumber: agar mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang efektif
dan sesuai standar.

3. Pegawai dan Staf BGP: agar memiliki pedoman kerja yang jelas dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.

4. Masyarakat Umum: agar mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan di bidang pendidikan
yang disediakan oleh BGP.

5. Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: agar dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan
oleh BGP sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

E. Ruang Lingkup

Standar Pelayanan ini mencakup berbagai layanan yang disediakan oleh BGP Provinsi NTT, antara lain:

1.

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan: mencakup penyelenggaraan diklat, penerbitan sertifikat,
pemanggilan peserta, dan permohonan narasumber.

Pelayanan Administrasi dan Informasi: mencakup layanan permintaan informasi, pengaduan, serta
layanan perpustakaan.

Pelayanan Sarana dan Prasarana: mencakup peminjaman gedung, sarana dan prasarana, serta
pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan.

Pelayanan Pengembangan SDM: mencakup program peningkatan kompetensi pegawai dan tenaga

kependidikan.



BAB 2
STANDAR PELAYANAN

A. Standar Pelayanan Pengawasan Internal

No

Komponen

Deskripsi

1

Nama Layanan

Pengawasan Internal

2

Dasar Hukum

1.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang
Pedoman Teknis Pengawasan Bagi Satuan Pengawasan Intern di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Surat Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0020/B7.16/WS.00.01/2023 tentang Tim
Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada Satker Balai Guru

Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.




No Komponen Deskripsi

3 | Persyaratan - Dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BGP
- Data dan laporan terkait dengan operasional, keuangan, dan kinerja

BGP

4 | Sistem, Mekanisme, 1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) menyusun rencana pengawasan

dan Prosedur tahunan.

2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala atau
berdasarkan permintaan khusus.

3. Pengumpulan data dan analisis dilakukan melalui pemeriksaan
dokumen, wawancara, dan observasi.

4. Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan yang memuat
temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan.

5. Laporan disampaikan kepada pimpinan BGP untuk
ditindaklanjuti.

6. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi pengawasan

dilakukan secara periodik.

5 | Jangka Waktu Sesuai jadwal pengawasan atau dalam waktu maksimal 14 hari kerja
Penyelesaian untuk pengawasan khusus

6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

7 | Produk Layanan Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan

8 | Sarana dan Prasarana | - Sistem administrasi pengawasan

- Dokumen dan data yang relevan

- Perangkat digital untuk analisis data

9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui monitoring implementasi rekomendasi serta
Evaluasi evaluasi efektivitas pengawasan

10 | Penanganan Melalui mekanisme pelaporan internal atau layanan pengaduan BGP
Pengaduan, Saran, (telepon/email/website)

dan Masukan

11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur
1. Perencanaan Pengawasan
e Menyusun rencana kerja pengawasan berdasarkan prioritas dan risiko.
e Menentukan sasaran, metode, dan jadwal pengawasan.

¢ Menginformasikan rencana pengawasan kepada pihak terkait.



2. Pelaksanaan Pengawasan
¢ Mengumpulkan data dan dokumen terkait.
e Melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
¢ Mengidentifikasi temuan dan mencatat hasil pemeriksaan.
3. Penyusunan Laporan
e Menyusun laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dan rekomendasi.
¢ Membabhas hasil pengawasan dengan pihak terkait.
e Menyampaikan laporan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
4. Tindak Lanjut dan Evaluasi
e Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja yang diawasi.
e Memantau pelaksanaan rekomendasi dan perbaikan yang dilakukan.

e Mengevaluasi efektivitas pengawasan untuk perbaikan ke depan.

B. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No Komponen Deskripsi
1 | Nama Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
2 | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

3 | Persyaratan - Peserta merupakan sasaran program yang ditetapkan oleh BGP
- Mengisi formulir pendaftaran atau diundang secara resmi
- Memenubhi persyaratan administrasi (misalnya NIP/NUPTK, surat

tugas, dan persyaratan khusus lainnya sesuai jenis diklat)

4 | Sistem, Mekanisme, 1. BGP menyusun perencanaan dan jadwal penyelenggaraan diklat.
dan Prosedur 2. Sosialisasi dan pendaftaran peserta melalui surat resmi atau
platform digital.

3. Seleksi dan verifikasi calon peserta sesuai dengan kuota dan
kriteria.

4. Pelaksanaan diklat sesuai dengan kurikulum, metode, dan jadwal
yang ditetapkan.

5. Evaluasi diklat melalui pre-test, post-test, dan umpan balik

peserta.

6. Penerbitan sertifikat bagi peserta yang memenuhi ketentuan.




No Komponen Deskripsi
5 | Jangka Waktu Sesuai dengan jadwal pelaksanaan diklat yang telah ditentukan
Penyelesaian

6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya jika dibiayai oleh pemerintah atau sesuai dengan
ketentuan sumber pendanaan

7 | Produk Layanan - Pelaksanaan Diklat
- Sertifikat Diklat bagi peserta yang lulus

8 | Sarana dan Prasarana | - Ruang kelas atau platform pembelajaran digital

- Materi dan modul diklat

- Narasumber/instruktur berkompeten

9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui monitoring pelaksanaan, umpan balik peserta, serta
Evaluasi evaluasi efektivitas program

10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website)
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur

1. Perencanaan

2. Pendaftaran dan Seleksi

Menyusun program, jadwal, dan sasaran Diklat.

Menyiapkan kurikulum, materi, dan narasumber.

Menentukan peserta dan kebutuhan sarana prasarana.

Membuka pendaftaran dan menerima berkas peserta.

Melakukan seleksi dan mengumumkan hasilnya.

3. Pelaksanaan

Membuka Diklat dan melaksanakan pembelajaran.

Melakukan evaluasi peserta dan dokumentasi kegiatan.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Mengumpulkan umpan balik dan menyusun laporan.

Melaporkan hasil kepada pimpinan untuk perbaikan ke depan.

5. Penerbitan Sertifikat

Menentukan peserta yang lulus dan menerbitkan sertifikat.

Mendistribusikan sertifikat dan mengarsip data peserta.




C. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Diklat

No Komponen Deskripsi
1 | Nama Layanan Penerbitan Sertifikat Diklat
2 | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 73 Tahun 2024
3 | Persyaratan - Peserta telah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh BGP
- Mengisi daftar hadir atau bukti kehadiran dalam diklat
- Menyelesaikan tugas atau asesmen jika dipersyaratkan
- Mengisi evaluasi pelatihan (jika ada)
4 | Sistem, Mekanisme, 1. Peserta menyelesaikan seluruh tahapan diklat.
dan Prosedur 2. Panitia melakukan verifikasi kehadiran dan kelengkapan
administrasi peserta.
3. BGP menyusun dan mencetak sertifikat berdasarkan data peserta
yang memenuhi syarat.
4. Sertifikat ditandatangani oleh pejabat berwenang.
5. Sertifikat didistribusikan kepada peserta secara digital atau cetak.
5 | Jangka Waktu Maksimal 14 hari kerja setelah diklat selesai dan data peserta
Penyelesaian diverifikasi
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
7 | Produk Layanan Sertifikat Diklat dari BGP Provinsi NTT
8 | Sarana dan Prasarana | - Sistem administrasi perkantoran
- Basis data peserta diklat
- Sistem pencetakan atau distribusi sertifikat digital
9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui sistem verifikasi dan evaluasi kepuasan layanan
Evaluasi oleh peserta
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website)
Pengaduan, Saran,
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk




Standar Operasional Prosedur

1.

2. Verifikasi Data Peserta

Pengajuan Permintaan Sertifikat

- Panitia Diklat mengajukan permintaan penerbitan sertifikat.

- Menyertakan daftar peserta yang telah memenuhi syarat kelulusan.

- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan data peserta.

- Memastikan peserta telah mengikuti dan memenuhi kriteria kelulusan.

3. Penyusunan dan Penerbitan Sertifikat

4.

- Menyusun format sertifikat sesuai standar yang berlaku.

- Mencetak sertifikat dengan tanda tangan pejabat berwenang.

Distribusi Sertifikat

- Mendistribusikan sertifikat kepada peserta secara langsung atau melalui panitia.

- Mengarsipkan data sertifikat untuk keperluan dokumentasi.

D. Standar Pelayanan Permohonan Narasumber

No

Komponen

Deskripsi

1

Nama Layanan

Permohonan Narasumber

2

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

Persyaratan

- Surat permohonan resmi dari instansi/lembaga pemohon yang
ditujukan ke Kepala BGP Provinsi NTT

- Rincian kegiatan, termasuk tema, tujuan, sasaran peserta, waktu, dan
tempat pelaksanaan

- Informasi tentang kebutuhan narasumber, seperti bidang keahlian dan
durasi penyampaian materi

- Menyepakati ketentuan yang berlaku terkait dengan tugas narasumber

Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan narasumber ke BGP
Provinsi NTT.
2. BGP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian

dengan bidang keahlian narasumber.




No Komponen Deskripsi
3. Jika tersedia, BGP menetapkan dan menugaskan narasumber
sesuai dengan jadwal kegiatan.
4. BGP menerbitkan surat tugas narasumber dan menginformasikan
kepada pemohon.
5. Narasumber melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal dan
ketentuan yang disepakati.
6. Setelah kegiatan, dilakukan evaluasi dan penyampaian laporan
pelaksanaan.
5 | Jangka Waktu Maksimal 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap
Penyelesaian
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terkait honorarium narasumber
7 | Produk Layanan Surat tugas narasumber dari BGP Provinsi NTT
8 Sarana dan Prasarana | - Daftar narasumber dan bidang keahlian mereka
- Sistem administrasi permohonan narasumber
- Perangkat pendukung penyampaian materi (jika diperlukan)
9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan tugas narasumber dan
Evaluasi evaluasi kepuasan peserta kegiatan
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau survei
Pengaduan, Saran, kepuasan pemohon
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur

1.

Pengajuan Permohonan

¢ Pemohon mengajukan permohonan narasumber secara tertulis kepada BGP.

e Permohonan mencantumkan tema, jadwal, lokasi, serta kebutuhan lainnya.

2. Verifikasi dan Persetujuan

3. Penugasan Narasumber

¢ BGP memeriksa kelayakan permohonan dan ketersediaan narasumber.

e Jika memenuhi syarat, permohonan disetujui oleh pimpinan BGP.

¢  BGP menerbitkan surat tugas dan menginformasikan kepada narasumber.

e Narasumber melakukan koordinasi dengan pemohon terkait teknis pelaksanaan.




4. Pelaksanaan Kegiatan
e Narasumber menyampaikan materi sesuai jadwal dan kebutuhan kegiatan.
¢ Pemohon bertanggung jawab atas fasilitas yang dibutuhkan.

5. Pelaporan dan Evaluasi
e Narasumber menyusun laporan kegiatan dan menyerahkannya ke BGP.

¢ BGP melakukan evaluasi untuk peningkatan layanan narasumber di masa depan.

E. Standar Pelayanan Pemanggilan Peserta

No Komponen Deskripsi
1 | Nama Layanan Pemanggilan Peserta
2 | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

3 | Persyaratan - Data peserta yang telah diseleksi atau ditetapkan mengikuti kegiatan
- Surat tugas atau undangan resmi dari BGP Provinsi NTT

- Kelengkapan administrasi peserta sesuai ketentuan kegiatan

4 | Sistem, Mekanisme, 1. BGP menyusun daftar peserta berdasarkan seleksi atau

dan Prosedur rekomendasi dari instansi terkait.

2. BGP menerbitkan surat pemanggilan peserta dan mengirimkannya
melalui surat resmi, email, atau media lain yang tersedia.

3. Peserta menerima dan mengonfirmasi kesediaan mengikuti
kegiatan.

4. Jika ada peserta yang berhalangan, BGP melakukan koordinasi
untuk penggantian peserta (jika diperlukan).

5. Peserta hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan.

5 | Jangka Waktu Maksimal 5 hari kerja sebelum kegiatan dimulai
Penyelesaian
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

7 | Produk Layanan Surat pemanggilan peserta atau surat tugas peserta




No Komponen Deskripsi
8 | Sarana dan Prasarana | - Sistem informasi peserta kegiatan
- Media komunikasi resmi (email, surat, aplikasi pesan, dll.)
- Basis data peserta kegiatan
9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui monitoring kehadiran peserta dan evaluasi
Evaluasi efektivitas pemanggilan
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau survei
Pengaduan, Saran, kepuasan peserta
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur

1.

Penetapan Peserta
e Menentukan daftar peserta berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
e Menyusun surat pemanggilan peserta.
Penyampaian Undangan
e Mengirimkan surat pemanggilan melalui email, surat resmi, atau media lain.
e Memastikan peserta menerima undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran.
Konfirmasi dan Koordinasi
e Menerima konfirmasi kehadiran dari peserta.
e Menyusun daftar akhir peserta yang akan mengikuti kegiatan.
Pelaksanaan Kegiatan
e Menerima kehadiran peserta sesuai daftar yang telah dikonfirmasi.
e Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pelaporan dan Evaluasi
e Mendokumentasikan daftar hadir peserta.

e Melakukan evaluasi kehadiran untuk perbaikan di kegiatan berikutnya.

F. Standar Pelayanan Pelaksanaan Kegiatan

No Komponen Deskripsi
1 | Nama Layanan Pelaksanaan Kegiatan
2 | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar




No

Komponen

Deskripsi

Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

Persyaratan

- Peserta telah menerima surat pemanggilan atau surat tugas
- Mengisi daftar hadir kegiatan
- Mematuhi tata tertib dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan

Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

1. BGP menyusun jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.

2. Melakukan koordinasi dengan narasumber, panitia, dan peserta.

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
kegiatan.

4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan ketentuan
yang berlaku.

5. Melakukan dokumentasi kegiatan.

6. Melakukan evaluasi kegiatan dan mengumpulkan umpan balik
dari peserta.

7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

perbaikan dan pengembangan layanan.

5 | Jangka Waktu Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan
Penyelesaian
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika
ada pendanaan khusus
7 | Produk Layanan - Laporan pelaksanaan kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
8 | Sarana dan Prasarana | - Ruang kegiatan yang memadai
- Peralatan multimedia (LCD proyektor, laptop, sound system, dll.)
- Modul atau bahan ajar kegiatan
- Sistem administrasi dan absensi peserta
9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi
Evaluasi kepuasan peserta, serta analisis umpan balik untuk perbaikan layanan
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau survei
Pengaduan, Saran, kepuasan peserta
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk




Standar Operasional Prosedur

1.

Persiapan

e Menyusun jadwal, materi, dan susunan acara kegiatan.

e Menyiapkan tempat, sarana, dan kebutuhan teknis lainnya.

e Mengonfirmasi kehadiran peserta dan narasumber.
Pembukaan Kegiatan

e Sambutan oleh panitia atau pejabat terkait.

e Penyampaian tujuan, aturan, dan teknis pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan Kegiatan

e Narasumber menyampaikan materi sesuai agenda.

e Peserta mengikuti diskusi, praktik, atau tugas yang diberikan.

e Tim teknis memastikan kelancaran jalannya kegiatan.
Evaluasi dan Penutupan

e Peserta mengisi formulir evaluasi kegiatan.

e Penyampaian kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan.

e Penutupan oleh panitia atau pejabat terkait.
Pelaporan

e Menyusun laporan hasil kegiatan, termasuk daftar hadir dan dokumentasi.

e Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan untuk arsip dan evaluasi ke depan.

G. Standar Pelayanan Permintaan Informasi

No Komponen Deskripsi
1 Nama Layanan Permintaan Informasi
2 | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024




No

Komponen

Deskripsi

Persyaratan

- Mengajukan permohonan informasi secara tertulis/lisan melalui
surat, email, telepon, atau datang langsung ke BGP Provinsi NTT
- Menyebutkan jenis informasi yang dibutuhkan dengan jelas

- Menyertakan identitas pemohon (nama, instansi, kontak yang dapat

dihubungi)
4 | Sistem, Mekanisme, 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi ke BGP Provinsi
dan Prosedur NTT.

2. BGP melakukan verifikasi permohonan dan klasifikasi
informasi.

3. Jika informasi tersedia dan bukan termasuk informasi yang
dikecualikan, BGP memberikan informasi kepada pemohon
melalui media yang disepakati.

4. Jika informasi tidak tersedia atau masuk kategori informasi
yang dikecualikan, BGP memberitahukan alasan penolakan
kepada pemohon.

5. Pemohon dapat memberikan umpan balik atas layanan
informasi yang diterima.

5 | Jangka Waktu Maksimal 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap (dapat
Penyelesaian diperpanjang 7 hari kerja jika informasi memerlukan proses
tambahan)
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya, kecuali jika ada biaya penggandaan dokumen
sesuai ketentuan yang berlaku
7 | Produk Layanan Informasi yang diminta dalam bentuk cetak/digital sesuai
permohonan
8 Sarana dan Prasarana | - Layanan informasi melalui website, email, telepon, dan media
sosial resmi BGP
- Ruang layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung (Unit
Layanan Terpadu)
- Basis data informasi publik yang dapat diakses
9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui pencatatan permohonan informasi dan survei
Evaluasi kepuasan pemohon
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau
Pengaduan, Saran, langsung ke petugas layanan informasi
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk




Standar Operasional Prosedur

1.

Pengajuan Permintaan
e Pemohon mengajukan permintaan informasi secara tertulis, lisan, atau melalui media resmi
BGP.
e Permintaan mencantumkan jenis informasi yang dibutuhkan.
Verifikasi dan Pencatatan
¢ BGP memverifikasi kelayakan permintaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e Mencatat permintaan dalam sistem atau buku registrasi.
Penyediaan Informasi
o Jika informasi tersedia, BGP memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan.
o Jika perlu koordinasi lebih lanjut, pemohon diberi pemberitahuan proses lanjutan.
Penyampaian Informasi
e Informasi diberikan sesuai dengan format yang disepakati (tertulis, digital, atau lisan).
e Jika permintaan tidak dapat dipenuhi, BGP memberikan alasan resmi.
Pelaporan dan Arsip
¢ Permintaan informasi dan hasil tindak lanjut diarsipkan untuk dokumentasi.

e Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan layanan informasi di masa depan.

H. Standar Pelayanan Keamanan dan Kenyamanan

No

Komponen Deskripsi

1

Nama Layanan Keamanan dan Kenyamanan

2

Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

- Peraturan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Persyaratan - Mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan BGP
- Melaporkan kepada petugas jika terjadi hal-hal yang mencurigakan

atau mengganggu keamanan dan kenyamanan

Sistem, Mekanisme, 1. BGP menyediakan petugas keamanan dan mekanisme
dan Prosedur pemantauan lingkungan kerja dan layanan.

2. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban di seluruh

area pelayanan.




No Komponen Deskripsi

3. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas keamanan
(CCTV, alat pemadam kebakaran, sistem alarm, dll.).

4. Menyediakan mekanisme pelaporan bagi pegawai dan
pengguna layanan jika terjadi gangguan keamanan atau
ketidaknyamanan.

5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika diperlukan

tindakan lebih lanjut.
5 | Jangka Waktu Penanganan segera untuk laporan yang bersifat darurat, maksimal 1
Penyelesaian hari kerja untuk pengaduan umum
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
7 | Produk Layanan - Lingkungan kerja dan pelayanan yang aman dan nyaman

- Laporan keamanan dan kenyamanan jika diperlukan

8 Sarana dan Prasarana | - Petugas keamanan dan pemantauan
- CCTV di area strategis
- Alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi

- Ruang layanan yang bersih, rapi, dan nyaman

9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui inspeksi rutin, survei kepuasan pengguna layanan,
Evaluasi serta evaluasi terhadap insiden yang terjadi

10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau
Pengaduan, Saran, langsung ke petugas keamanan dan kenyamanan

dan Masukan

11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur
1. Pemantauan dan Pengawasan
e Petugas melakukan pemantauan area secara rutin.
¢ Memastikan lingkungan aman dari gangguan dan potensi bahaya.
2. Penyediaan Fasilitas Pendukung
¢ Menyediakan ruang yang bersih, rapi, dan nyaman.

¢ Memastikan sarana seperti pencahayaan, ventilasi, dan peralatan pendukung berfungsi dengan

baik.



3. Penanganan Gangguan
e Melaporkan kejadian yang mengancam keamanan atau kenyamanan.
e Menindaklanjuti laporan dengan langkah cepat dan tepat.
4. Koordinasi dengan Pihak Terkait
e Berkoordinasi dengan petugas keamanan dan kebersihan untuk menjaga kondisi lingkungan.
e Menyediakan jalur komunikasi bagi peserta atau pegawai untuk menyampaikan keluhan.
5. Evaluasi dan Perbaikan
e  Melakukan evaluasi rutin terhadap aspek keamanan dan kenyamanan.

e Menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan layanan.

I. Standar Pelayanan Kebersihan dan Keindahan

No Komponen Deskripsi
1 | Nama Layanan Kebersihan dan Keindahan
2 | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar
dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

3 | Persyaratan - Seluruh pegawai dan pengguna layanan wajib menjaga kebersihan
dan keindahan lingkungan BGP
- Menggunakan fasilitas kebersihan yang telah disediakan dengan baik

4 | Sistem, Mekanisme, 1. BGP menyediakan tenaga kebersihan yang bertugas menjaga

dan Prosedur kebersihan dan keindahan lingkungan kerja serta layanan.

2. Menyediakan tempat sampah di berbagai area strategis dan
memastikan pengelolaan sampah berjalan baik.

3. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas dan ruang kerja agar
tetap rapi, bersih, dan nyaman.

4. Mengadakan kegiatan rutin pembersihan lingkungan dan
perawatan taman atau area hijau.

5. Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan standar

kebersihan dan keindahan tetap terjaga.

5 | Jangka Waktu Dilaksanakan setiap hari kerja, dengan pemantauan dan tindakan

Penyelesaian segera jika ada keluhan




No Komponen Deskripsi
6 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
7 | Produk Layanan - Lingkungan kerja dan pelayanan yang bersih, sehat, dan nyaman
- Ruang kerja dan fasilitas yang tertata rapi dan indah
8 Sarana dan Prasarana | - Petugas kebersihan
- Tempat sampah terpilah
- Peralatan kebersihan
- Area hijau dan taman yang dirawat secara berkala
9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui inspeksi kebersihan rutin, survei kepuasan
Evaluasi pengguna layanan, dan evaluasi terhadap kebersihan lingkungan kerja
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau
Pengaduan, Saran, langsung ke petugas kebersihan dan keindahan
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur

1.

Pemeliharaan Kebersihan

e Petugas kebersihan membersihkan ruangan, fasilitas, dan area umum secara rutin.
e Menyediakan tempat sampah dan memastikan pengelolaan sampah berjalan baik.
Perawatan Keindahan

e Menata ruangan, taman, dan fasilitas agar terlihat rapi dan nyaman.

e Memastikan dekorasi dan lingkungan tetap menarik serta mendukung suasana belajar.
Pengawasan dan Pemantauan

e Melakukan pengecekan kebersihan dan keindahan secara berkala.

e Menerima masukan dari pengguna fasilitas terkait perbaikan atau peningkatan.
Penanganan Keluhan

e Menindaklanjuti laporan terkait kebersihan dan keindahan dengan cepat.

e Melakukan perbaikan jika ada area yang kurang terawat.
Evaluasi dan Perbaikan

e Mengadakan evaluasi rutin untuk meningkatkan standar kebersihan dan keindahan.

¢ Menyusun rekomendasi perbaikan agar lingkungan selalu nyaman dan menarik.




J. Standar Pelayanan Peminjaman Gedung

No

Komponen

Deskripsi

1

Nama Layanan

Peminjaman Gedung

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

- Peraturan terkait pengelolaan aset negara dan fasilitas public

Persyaratan

- Surat permohonan resmi dari instansi/lembaga peminjam yang
ditujukan kepada Kepala BGP Provinsi NTT

- Menyebutkan jenis gedung yang dipinjam, tujuan penggunaan,
jumlah peserta, dan durasi peminjaman

- Bersedia mengikuti ketentuan peminjaman dan bertanggung jawab

atas gedung yang dipinjam

Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman gedung ke
BGP Provinsi NTT.

2. BGP melakukan verifikasi ketersediaan gedung dan kelayakan
peminjaman.

3. Jika tersedia, BGP menyetujui peminjaman dan membuat berita
acara serah terima.

4. Pemohon menandatangani berita acara dan menerima akses ke
gedung sesuai kesepakatan.

5. Setelah masa peminjaman berakhir, pemohon mengembalikan
gedung dalam kondisi baik.

6. BGP melakukan pemeriksaan kondisi gedung dan menyelesaikan

administrasi peminjaman.

Jangka Waktu

Penyelesaian

Maksimal 3 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya, kecuali jika ada biaya pemeliharaan atau

perawatan khusus sesuai ketentuan yang berlaku




No Komponen Deskripsi
7 | Produk Layanan - Berita acara peminjaman Gedung
- Dokumen administrasi peminjaman
8 | Sarana dan Prasarana | - Sistem administrasi peminjaman Gedung

- Daftar inventaris gedung yang dapat dipinjam

- Petugas yang mengawasi penggunaan Gedung

9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui pencatatan peminjaman, pengecekan kondisi
Evaluasi gedung sebelum dan sesudah peminjaman, serta evaluasi terhadap
prosedur peminjaman
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau

Pengaduan, Saran,

dan Masukan

langsung ke petugas layanan peminjaman gedung

11

Penanggung Jawab

Kepala BGP Provinsi NTT atau pejabat yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur

1.

Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan tertulis dengan mencantumkan tujuan, waktu, dan

kebutuhan peminjaman.

Mengisi formulir peminjaman gedung yang disediakan oleh BGP.

Verifikasi dan Persetujuan

Serah Terima Gedung

BGP memeriksa ketersediaan gedung dan kelayakan permohonan.

Jika disetujui, BGP menerbitkan surat izin peminjaman.

Pemohon menerima gedung sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Dilakukan pengecekan kondisi gedung sebelum digunakan.

Penggunaan dan Pengawasan

Pemohon bertanggung jawab atas penggunaan gedung sesuai aturan.

BGP melakukan pemantauan selama peminjaman berlangsung.

Pengembalian dan Evaluasi

Pemohon mengembalikan gedung dalam kondisi baik setelah digunakan.

BGP melakukan pengecekan dan mengarsipkan laporan peminjaman.




K. Standar Pelayanan Perpustakaan

No

Komponen

Deskripsi

1

Nama Layanan

Layanan Perpustakaan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

Persyaratan

- Terdaftar sebagai anggota perpustakaan (bagi peminjam buku)
- Mengisi daftar pengunjung untuk layanan baca di tempat

- Mematuhi tata tertib perpustakaan

Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

1. Layanan Baca di Tempat:
a. Pengunjung datang ke perpustakaan dan mengisi daftar
hadir.
b. Memilih dan membaca buku di area perpustakaan.
2. Layanan Peminjaman Buku:
Anggota perpustakaan memilih buku yang akan dipinjam.
b. Petugas mencatat peminjaman dalam sistem atau buku
peminjaman.
c. Peminjam wajib mengembalikan buku sesuai batas waktu
yang ditentukan.
3. Layanan Pengembalian Buku:
Peminjam mengembalikan buku dalam kondisi baik.
b. Petugas mencatat pengembalian dalam sistem atau buku
peminjaman.
c. Jika ada keterlambatan atau kerusakan, dikenakan sanksi

sesuai ketentuan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

- Layanan baca di tempat: Saat itu juga.

- Peminjaman/Pengembalian Buku: Maksimal 5 menit per transaksi.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Layanan

- Layanan baca di tempat
- Peminjaman dan pengembalian buku

- Informasi dan referensi pendidikan




No

Komponen

Deskripsi

Sarana dan Prasarana

- Ruang baca dan koleksi buku

- Kursi dan meja baca

9 | Pengawasan dan Dilakukan melalui monitoring jumlah pengunjung, tingkat
Evaluasi peminjaman buku, serta kepatuhan terhadap tata tertib perpustakaan
10 | Penanganan Melalui layanan pengaduan BGP (telepon/email/website) atau kotak
Pengaduan, Saran, saran perpustakaan
dan Masukan
11 | Penanggung Jawab Kepala BGP Provinsi NTT atau petugas perpustakaan yang ditunjuk

Standar Operasional Prosedur

1. Persyaratan Layanan

2. Prosedur Pelayanan

a.

Pendaftaran dan Akses

Pengguna adalah pegawai, peserta diklat, atau masyarakat yang memiliki izin akses.

Mengisi daftar pengunjung untuk peminjaman atau penggunaan fasilitas perpustakaan.

o Pengguna mendaftar sebagai anggota (jika diperlukan).

o Mendapatkan akses ke koleksi perpustakaan dan fasilitas baca.

b. Peminjaman dan Pengembalian Buku

C.

o Pengguna memilih buku dan mengisi formulir peminjaman.

o Pengembalian buku dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Layanan Referensi dan Informasi

o Petugas membantu pengguna dalam mencari bahan bacaan atau referensi.

o Menyediakan akses ke jurnal, buku digital, dan sumber lainnya.

d. Pemeliharaan dan Pengawasan

o Pengguna wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di perpustakaan.

o BGP melakukan pengecekan dan perawatan koleksi secara berkala.

3. Waktu Pelayanan

Perpustakaan buka pada hari kerja sesuai dengan jam operasional BGP.

4. Pengaduan dan Evaluasi

e Pengguna dapat menyampaikan keluhan atau saran untuk peningkatan layanan.

¢ Evaluasi layanan dilakukan secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.



BAB 3
PENUTUP

A. Kesimpulan

Standar Pelayanan Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun

sebagai pedoman dalam memberikan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada

kebutuhan pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap

layanan yang diberikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

Implementasi standar ini menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan

kompetensi guru, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan ekosistem

pendidikan yang berkualitas di NTT. Keberhasilan pelaksanaan standar ini sangat bergantung pada kerja

sama dan komitmen semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Agar Standar Pelayanan ini dapat berjalan optimal, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1.

Sosialisasi dan Diseminasi

Standar Pelayanan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dipahami
dan diterapkan dengan baik.

Evaluasi dan Pengembangan

Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan standar dengan perkembangan kebijakan dan
kebutuhan layanan pendidikan.

Peningkatan Kapasitas SDM

Penguatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan perlu terus ditingkatkan
agar kualitas pelayanan semakin optimal.

Penguatan Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan layanan yang lebih
cepat, mudah, dan transparan.

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan komunitas

pendidikan, perlu diperkuat guna mendukung keberlanjutan layanan yang bermutu.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas

layanan pendidikan di NTT. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan

standar ini di masa mendatang.



